
BUPATI MEMPAWAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 


PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 

NOMOR -11- TAHUN 2020 


TENTANG 


PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAG I PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI MEMPAWAH, 


Menimbang a. 	 bahwa sejalan tuntutan kualitas Sumber Daya 
Manusia Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tugas 
yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif 
dan kemauan Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Lembaga 
Pendidikan dengan biaya sendiri; 

b. 	 bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan 
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu mengatur 
Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah; 

c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin 
Belajar bagi Pegawai Negeri SipiI di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran-Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negera Nomor 352) sebagai Undang­
Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1820); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 



3. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6~ Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7_ 	 Peraturan Pem.e.rintah Nornor 46 T,ahun 2.0 11 tentauq 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

8.. 	 Peraturan Pemerintab Nomm: 58 Tahuo. 20 14 tentang. 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi 
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556); 

9. 	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 20.17 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 



- -

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah 
Tahun 2017 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN 
BELAJAR BAG I PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah. 

~. Pemenntah Uaerah adalah Kepala Uaerah sebagru unsur 


penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. 	 Bupati adalah Bupati Mempawah. 
4. 	 SekretarisDaerah adalah Sekretaris Daerah Kabunaten.Mem.oawah. 
5. 	 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja yang beketja pada instansi pemerintah. 

6. 	 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
~T.. _~~~· 01.--.!..l ~_._.~ 1,... V· . ~:I.-., .__ .~~_ ... _ .-•.~__•______l_ 
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7. 	 Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
olehnya untuk menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan 
pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas 
biaya sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah. 

~. 	 Unit Pengolah adalah Hadan Kepegawruan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah selanjutnya disingkat 
BKPSDM Kabupaten Mempawah. 

9. 	 Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah. 

10. 	 Kepala Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah. 



11. 	 Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi 
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit keIjanya. 

12. 	 Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diluar jam kerja 
berdasarkan kebutuhan formasi . 

13 ... .Jarnke.tj.a ..a.da lah jam. ket?a y..q.ng her.l:aku . Sf,'.c~m.. l.lIDJJ.m mau'!1u:n. 
secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah. 

14. 	 Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi 
yang menyelenggarakan program diploma (DljDIIjDlIIjDIV), sarJana 
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serta program spesialis. 

15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. 

10. 	 IJazan auamll 8ural Kelerangan arnu UUKU lenuii8 yang menunjuKkan 
Pegawai Negeri Sipil telah menyelesaikan pendidikannya. 

BAB II 


PERSYARATAN 


Pasa12 

PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib 
mengajukan izin belajar. 

Pasa13 

Persyaratan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, meliputi : 
a. 	 Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri 

Si!liL 
b. 	 Telah mendapat kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi sejak 

diangkat sebagai PNS; 
c. 	 Setiap unsur penilaian prestasi ketja dalam 1 (satu) tahun terakhir 

bernilai baik; 
d. 	 Tidak sedang dalam kedudukan : 

1) Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 
2) Menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS 
3) Cuti diluar tanggungan Negara; 
4) Proses penjatuhan hukuman disiplin; 
5) Proses perkara pidana. 

e. 	 Pendidikan yang diikuti dilaksanakan diluar jam ketja serta tidak 
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, dikecualikan 
sifat pendidikan yang sedang diikuti PNS dapat meninggalkan 
sebagian waktu ketja dibuktikan dengan surat pernyataan tidak 
berkeberatan dari Kepala Perangkat Daerah; 

t. 	 Pendldlkan yang akan dl tempuh dapat mendukung pelaksaan tugas 
jabatan; 

http:Jarnke.tj


g. 

h. 

1. 

J. 

(1) 

,,(0.\

tL.J 

(3) 

l4J 

Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau dapat 
dibiayai atau diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk jenis 
pendidikan tertentu sepanjang yang bersangkutan belum dinyatakan 
lulus oleh lembaga pendidikan; 
Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat 
persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; 
PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam 
pangkat apabila formasi belum memungkinkan; 
Lokasi Lembaga Pendidikan tempat izin belajar harus mudah 
dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti 
pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari­
han. 

BABllI 
PROSEDUR DAN TATA CARA 

Pasa14 

PNS mengajukan permohonan kepada Kepala BKPSDM untuk 
memperoleh Rekomendasi mengikuti seleksi pada lembaga 
pendidikan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah. 
~.~<" 1. ... _.... _ ~ _ ..... ._ '- __ ._ ~~.4 _ ._ ~ ..... _ _ ____ ...J. _ :t: _ . _ _ 'J< _ ~ _ ~ .. __~ _~ ~ _~ . ~1. _ _ . _. 
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mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis melalui Kepala 

Perangkat Daerah kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM. 

Permohonan izin belajar melampirkan dokumen administrasi sebagai 

berikut: 

a. 	Foto copy keputusan pengangkatan PNS; 
b. Foto copy keputusan pangkat terakhir; 
c. 	Foto copy ijazah terakhir; 
d. 	Foto copy penilaian prestasi keIja dalam 1 (satu) tahun terakhir; 
e. 	Sural pernyarnanj'kelerangan 1\.epala t"erangKal uaerah yang 

menyatakan: 
1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau 

berat; 
2) Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat 

sedang atau berat; 
3) Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat; 
4) Tidak menuntut biaya pendidikan kepada Pemerintah 

Kabupaten Mempawah; 
.51 Be:rsp.dia mena.n.rurunEl..se]u1.llh biaV2. nendidikan seC..3,ra mandiri~-- - ... .-	 . 

f. 	 Surat keterangan diterima sebagai peserta didik aktif dari lembaga 
pendidikan; 

g. Surat rekomendasi dari atasan langsung/pimpinan unit keIja 
bahwa proses pendidikan tidak mengganggu tugas kedinasan. 

Permononan sebagaimana ciimaksuci pacia ayar (3; riisampaikan 
kepada Kepala Perangkat Daerah melalui atasan langsung secara 
beIjenjang dan khusus untuk : 
a. 	Kepala Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/ Camat, permohonan 

diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

http:C.l.lU.lU.l.1\..CU
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b. 	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, pennohonan diajukan 
kepada Asisten dan selanjutnya Asisten meneruskan kepada 
Bupati melalui Sekeratris Daerah; 

c. 	 Untuk Lurah, pennohonan diajukan kepada Camat dan 
selanjutnya Camat meneruskan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah; 

d.. 	 PNS di Lin gkungan.Sekrp..tar:i.at. Da/:'xa.h:. !Jennnbn.nan dJaJukan 
kepada Kepala Bagian dan selanjutnya diteruskan kepada Asisten 
yang membawahi Bagian tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut 
bertugas dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui 
Kepala BKPSDM; 

e.. 	 Pl'iS di Liugku.o.gau Diuas. datl BadaD. di wn.g:k:u.t;u1.fiD- pp-ID~rinj;ah 
Kabupaten Mempawah, pennohonan diajukan kepada atasan 
langsung dan diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja dan 
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; 

f. 	 Untuk Guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama, 
permohonan diqjukan kepada Kepala Sekolah dan selanjutnya 
Kepala Sekolah meneruskan kepada Kepala Dinas dan 
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM. 

(5) 	 Atasan langsung berkewajiban meneliti, mempelajari dan 
menyampaikan kepada Pimpinan Unit KeIja pennohonan izin belajar 
dari Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan .pertimbangan. 

(6) 	 Apabila Pimpinan Unit KeIja menilai bahwa pendidikan yang akan 
diikuti telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
maka kepada pemohon diberikan rekomendasi izin mengikuti seleksi 
Masuk Lembaga Pendidikan. 

(7.\ 	 A.nahila .nemnhon t.elab_.di uvatakan Lulus. .sp..leks.i_dan /aJ.au diteximR. 
-.- -	 . 

pada Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, maka 
Pimpinan Unit KeIja berkewajiban menyampaikan pennohonan izin 
belajar dimaksud kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan 
dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal4. 

(8) 	 Penerbitan Surat Izin Belajar PNS diterbitkan setelah PNS tersebut 
terdaftar sebagai mahasiswa pada Lembaga Pendidikan. 

BABIV 

PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN BELAJAR 


Pasal5 


Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat dipertimbangkan untuk 
d.i~lr"'-_ ; .""'"" . .b..>l~'; ...,..,--- ------ --- ----J~. 

Pasal6 

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal4, ditolak permohonan izin belajarnya. 

http:gkungan.Sekrp..tar:i.at


Pasal 7 

adalah wewenang Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan 
kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

BABV 
KEWAJIBAN 

Pasal8 

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh lZll belajar berkewajiban 
mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasannya, termasuk 
melaksanakan tugas kedinasan di luar jam keIja. 

Pasal9 

(1) 	 Apabila teIjadi perubahan jadwal jam belajar yang dapat mengganggu 
jam keIja, PNS yang memperoleh izin belajar melapor secara tertulis 
kepada Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada Bupati 
melalui Kepala BKPSDM. 

(2) 	 Kepala Perangkat Daerah memberikan pertimbangan keberatan/tidak 
keberatan atas perubahan jadwal sebagaiamana dimaksud pada 
AVAt 11 \ lcPnA.dA R U.rul t i O)-pblui K.pnQJ.Q RKPc;;:,.DM 
--.,J ---	 , - , --- ,J.- ------ - --1.---- --- ------ --- 1..---- - --- -- - ---­

(3) 	 Apabila proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat 
mengganggu pelaksanaan tugas kedinasannya, maka izin belajar 
yang telah diberikan dapat dibatalkan dan dicabut oleh Bupati. 

Pasal lU 

(1 ) PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan 
secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah untuk kemudian 
diteruskan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM. 

r 	 .se , ' dimaksud na da avat . ( 1Ld ·lenp"..K2ui rl~tHl.an ... -... 	 ... oJ " " _.A. ........ 

Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan Lembaga Pendidikan, foto 
copy Ijazah serta Tugas Akhir (Laporan Akhir /Skripsi/Tesis/ 
Disertasi) . 

BAB VI 
PEMBATALAN IZIN BELAJAR 

Pasal 11 

(1) 	 Surat izin belajar dibatalkan karena : 

a. Dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tidak memenuhi 

b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

c. Memalsukan keterangan syarat izin belajar; 
d. Proses pendidikan mengganggu kedinasannya; 
e ,. Melelaikan tugas kedinasannya; 

f. Tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. 

http:rl~tHl.an
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(2) 	 Pembatalan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada surat usulan pembatalan dari Kepala Perangkat 
Daerah. 

Pasal12 

Pembatalan terhadap permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 adalah wewenang Bupati yang dalam pelaksanaannya 
didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 


KETENTUAN LAIN-LAIN 


Pasal13 


Untuk PNS yang akan mengikuti pendidikan profesi melalui izin belajar 
mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal14 

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh lZln belajar wajib taat pada 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 


KETENTUAN PERALIHAN 


Pasal 15 

.(1~ Pegawai Negeri Sipil yang. .saat berlakunya Peraturan Bupati ini 
sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Lembaga 
Pendidikan dan be1um mendapatkan izin be1ajar, agar mengajukan 
permohonan untuk mendapatkan izin belajar sebagaimana diatur 
dalam Peraturan ini selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan sejak 
Peraturan Bupati iill mulai berlaku. 

(2) 	 Pegawai Negeri Sipil yang saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah 
mendapatkan izin belajar bukan dari Bupati Mempawah, agar 
mengajukan permohonan ulang untuk mendapatkan izin belajar 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini selambat-Iambatnya 
6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku. 

(3) 	 Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan permohonan izin belajar 
setelah 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, 
maka dianggap tidak mendapatkan izin belajar. 

Pasal 16 
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Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Ijin 
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pontianak (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 
Seri E Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap ora.ng ,~ya,- .IDelIl£>.rintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Mempawah. 


Ditetapkan di Mempawah 
pada tanggal ;J.<:; - 7 - 2020 

EMPAWAH 

Diundangkan di m"p~ah 
pada tanggal •• •:I.:...?9 
SEKRfTARIS 0 RAH KABUPATEN MEMPAWAH 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR ~2- TAHUN 2020 
TENTANG 
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN 
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN MEMPAWAH 

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENOLAK IZIN BELAJAR 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 


KABUPATEN MEMPAWAH 


NO. TINGKAT PENDIDIKAN PEJABAT YANG BERWENANG 
J :I 3 

'" ,<"i'-~ . ~. "", ~-~ ..~. « .. ..-',.."II: .~"""~~ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN 
1­ 11 lJ~'\I 1111 

DAN PENGEMBANGAN SDM 
KABUPATEN MEMPAWAH 

2. 
DIPLOMA IV (D-IV) DAN 
STRATA 1 (S-l) 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MEMPAWAH 

-_._--­

'lill;;)., 

01.11~, lJIr LvNiJ1. 11, 

3. 
STRATA 2 (S-2), STRATA 3 (S-3) 
DAN SPESIALIS 

BUPATI MEMPAWAH 

BUPAT 

Diundangkan di M iaWAlh 
- ;.L-()~pada tanggal •••• : •••••••• 

SEKRET ARtS OAf AH KABUPATEN MEMPAWAH 

Bf RIT 0 RAH KABUPATEN M£MPAWAH 
; ·H UN ••••• . 22... NOMOR •••• :i?....... 


